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 Retribusi menurut UU no.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan  pribadi atau 

daerah.sama halnya dengan UPT pengujian kendaraan Bermotor ,pemerintah 

memberikan ijin tertentu yang diberikan kepada Dinas Perhubungan dan tempat 

khusus pengujian Kendaraan Bermotor,dalam hal ini Pengujian Kendaraan 

Bermotor yang dikelola oleh Dinas perhubungan masuk dalam Retribusi Jasa 

Umum yang pendapatannya dikelola oleh Dinas Perhubungan kemudian ke Dinas 

Pendapatan Daerah yang kemudian ke Kas daerah .Tujuan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi 

Kendaraan Bermotor  Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 

 

 Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di awali pada wajib 

retribusi mendaftarkan sesuai dengan jenis kendaraan yang akan di ujian, petugas 

loket membuat SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah),kemudian membawa 

kendaraan untuk melakukan pengujian,setelah dinyatakan lulus uji wajib retribusi 

dapat mengambil tanda uji. Proses penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor disetorkan setiap hari kepada Bendahara penerimaan Dishub Kabupaten 

Jember untuk diakumulasikan dengan pendapatan retribusi jasa umum lainnya 

kemudian di setorkan ke Bank Jatim, petugas loket 2 melakukan rekapitulasi 

pemungutan retribusi PKB harian lalu rekapitulasinya diberikan kepada bendahara 

penerimaan pembantu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk melakukan 

perhitungan besar pendapatan retribusinya. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Setelah terjadi pergantian rejim dari Orde Baru ke Orde Reformasi, 

kemampuan masyarakat dan  pemerintah untuk segera dapat mengatasi akibat 

krisis multi-dimensi tidak segera dapat bangkit lagi karena adanya tekanan-

tekanan situasi dalam dan luar negeri. Namun, suasana pembangunan sudah 

sangat berubah. Partisipasi masyarakat khususnya di bidang politik, meningkat 

tajam. Pemerintah mulai menyadari bahwa pendekatan yang top-down dan 

sentralistik dalam pengambilan keputusan tidak dapat menghasilkan percepatan 

pembangunan yang sekaligus memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. 

Jadi, jalan lebar harus dibuka untuk partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

Di antara faktor-faktor yang menghambat proses otonomi ialah, terdapat 

aparat pemerintah kabupaten yang tidak yakin otonomi daerah akan berjalan 

minimal, sesuai dengan peraturan yang telah ada. Sulit bagi mereka untuk yakin 

bahwa pemerintah pusat bersedia menyerahkan urusan pemerintahan, dan 

terutama keuangan kepada daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 diatas sumber sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu kabupaten atau kota terdiri dari : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah 

lainnya 

4. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah seperti penjualan asset tetap 

daerah dan jasa giro 

Berdasarkan pada dinas pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang 

No. 25 tahun 1999 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik 

fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat, 
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pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan pada pemerintah daerah dengan 

potensi dan kekhasan daerah masing masing. 

  Pengertian otonomi daerah yang digunakan di indonesia adalah pengertian 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah yang telah diperbaharui beberapa kali yaitu hak,wewenang,dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam undang undang yang mengatur mengenai  otonomi 

daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi di Indonesia 

yang untuk selanjutnya dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui 

penyusunan peraturan perundang undangan (peraturan daerah). Pengertian  

otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perkembangan sistem transportasi di kota kota semakin besar,sarana 

transportasi semakin bertambah, salah satu kondisi lalu lintas yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, salah 

satu yang tepat untuk mengawasi persyaratan tersebut yaitu dilalukannya 

pengujian kendaraan bermotor. Tujuannya dilakukan pengujian bermotor yakni 

,Agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan 

teknis dan layak jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang 

tingkat kebisingan yang harus dipenuhi dan memberikan jaminan keselamatan 

secara teknis, terhadap penggunaan kendaraan dijalan, melestarikan lingkungan 

dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan 

bermotor dijalan, turut Memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya.  

 Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah sebagai lembaga pemerintahan 

di bawah naungan Dinas perhubungan.yang dimaksud dengan kendaraan bermotor 

disini adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa 

mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel diluar sepeda motor yang 

dimanfaatkan sebagai alat transportasi angkutan umum ( angkutan penumpang 

dan angkutan barang), Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit PKB 
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Jember dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelayakan akan 

disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.tugas pokok dan fungsi 

yang bersifat teknis operasional dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), 

terbagi menjadi tiga UPT di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yakni UPT 

Terminal,UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Bandara,saran dan 

prasarana yang lengkap dimiliki oleh UPT PKB Jember dengan alat uji mekanis 

digital dan dukungan sistem administrasi dengan menggunakan sistem informasi 

komputer,sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibentuk dengan undang-

undang UPT PKB diharapkan bisa menguji kelayakan kendaraan bermotor.   

 Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan Peraturan 

Bupati Jember nomor 12 tahun 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu misi UPT PKB Dinas 

Perhubungan Kabupaten Jember yaitu menyetorkan retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal tersebut dapat 

dilihat pada data pendapatan keuangan UPT PKB Dinas Perhubungan Kab Jember 

pada tahun 2014. 

Tabel 1.1 Unit Pelaksanaan Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di 

Kabupaten Jember. 

NO. 

 

(a) 

BULAN  

 

(b) 

BIAYA 

RETRIBUSI 

(c) 

BIAYA 

TAMBAHAN 

(d) 

JUMLAH 

 

(e) 

1 JANUARI 124.936.000 35.400 124.971.400 

2 FEBRUARI 98.150.000 0 98.150.000 

3 MARET 105.962.000 4.384.000 110.346.200 

4 APRIL 117.478.000 4.806.000 122.284.600 

5 MEI 117.478.000 4.806.000 122.284.600 

6 JUNI 117.955.000 5.554.000 123.509.000 

7 JULI 113.906.000 5.762.600 119.668.600 

8 AGUSTUS 100.156.000 3.718.600 103.874.200 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

9 SEPTEMBER 108.937.000 5.345.800 114.282.800 

10 OKTOBER 119.902.000 7.077.400 126.979.400 

11 NOVEMBER 109.466.000 6.571.000 116.235.600 

12 DESEMBER 125.510.000 4.907.600 130.417.600 

Jumlah pendapatan Retribusi PKB :            1.413.004.000 

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tahun 2014 

  

 

Pendapatan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember tahun 2014 

semakin meningkat yang angkanya sudah mencapai milyaran,retribusi pengujian 

bermotor berpotensi besar pada pemasukan retribusi dari sektor retribusi daerah 

yang dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Jember yang dapat digunakan untuk pembangunan pembangunan yang 

ada dikota jember. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu 

lintas dan angkutan, khusus menjalankan dalam Pengujian Kendaraan penumpang 

kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan dalam upaya memberikan keselamatan 

kepada penumpang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak dan retribusi daerah, peraturan bupati jember nomor 12 Tahun 2012 

tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor,dengan penerimaan kas derah berjalan dengan baik Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) akan mencapai target yang di inginkan, berdasarkan latar belakang 

tersebut menyusun tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

DAN PENYETORAN RETRIBUSI PADA KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS 

PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER “ 

1.3 Tujuan  

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk : 

1.3.1 Mengetahui pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT PKB                                        

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.  
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1.3.2 Mengetahui cara menghitung retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.  

1.3.3 Mengetahui hambatan hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan 

Pengujian Kendaraan Bermotor penumpang kendaraan umum dan tidak 

umum pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Jember 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III   

Perpajakan. 

1.4.2 Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang 

berbeda antara teori di kuliah dan praktek di tempat kerja.  

1.4.3 Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta 

gambaran yang lebih jelas tentang proses perhitungan dan penyetoran 

retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT PKB Dinas 

Perhubungan Kabupaten Jember. 

1.4.4 Memperoleh pengalaman kerja sebelum terjun kedunia kerja sebenarnya 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1  Definisi Tentang Perpajakan 

Defisini Pajak menurut Remsky K.Judisseno (1997:5)adalah suatu 

kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga Negara  dan anggota 

masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa 

pembangunan nasional dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan Negara.komponen pendapatan 

yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada 

masyarakat dalam bentuk subsidi. Berdasarkan kenyataan tersebut maka 

pemerintah berusaha untuk mengatur atau menetapkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan oleh masyarakat melalui departemen dalam negeri. Pada era reformasi 

ini negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, 

yaitu sistem yang dulunya terpusat berlaih ke sistem pemungutan pajak daerah. 

Dan pemerintah pusat hanya menerima beberapa prosent dari total pendapatan 

pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi 

daerah. 

Di sini pemerintah daerah baik tingkat I/tingkat II membuat rumusan 

besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Akan tetapi harus 

melalui persetujuan dari departemen dalam negeri. Departemen dalam negeri 

berhak menerima/menolak rumusan pajak daerah tersebut sesuai dengan 

kebutuhan. 

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang 

dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah : 

a.  Definisi pajak menurut Soemitro(1994:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas  

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan 
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b.Definisi pajak menurut Merdiasmo (2002:1) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 

Dari definisi definisi yang diberikan terhadap pajak dapat di simpulkan 

bahwa pajak memiliki unsur unsur sebagai berikut : 

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

undang-undang".  

2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

5) Selain fungsi anggaran yaitu fungsi mengisi Kas Negara atau Anggaran 

Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial 

(fungsi mengatur / regulatif). 
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2.1.2  Pengelompokan Pajak 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnyadapat dibebankan 

atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yag berpangkal atau berdsarkan pada 

subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhaikan objek tanpa 

memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak 

penjualan berang mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

dipergunakan untuk rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan barang mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Materai. 

2)  Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri 

atas : 

a) Pajak Provinsi Contoh Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/kota contoh Pajak hotel, restoran atau hiburan. 

2.1.3  Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 
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a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 

dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini 

dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan 

lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari 

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran 

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

c. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

d. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil 

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-

undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 

Contohnya: 

1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 

2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak. 

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan 

yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, 

yaitu: 

1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya. 

2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum 

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 

maupun jasa. Pemungutan pajak harus efesien. 

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung 

beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi 

para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. 

Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan 

membayar pajak. 

Contoh : 
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1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10%. 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1  Definisi Pajak Daerah  

Menurut Tony Marsyahrul (2004 : 5)  “Pajak daerah adalah pajak yang di 

kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah 

daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah (APBD)”. 

2.2.2  Tujuan Pajak Daerah  

Tujuan diadakan pajak daerah adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam 

perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab 

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan 

penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi 

daerah. 

c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan 

daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

2.2.3   Prinsip Pengaturan Pajak Daerah  

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

dipergunakan dalam penyusunan UU ini yaitu: 

a. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah tidak terlalu membebani 

rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.  

b. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam 

Undang-undang (Closed-List). 

c. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak 

daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang. 
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2.2.4  Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Jenis pajak provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak kabupaten/kota, terdiri dari : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame;  

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

           10)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

           11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.2.5  Tujuan Perubahan 

Terdapat 3 tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada 

system pajak daerah, yaitu : 

1. Menyederhanakan sistem pajak daerah, karena pada umumnya sekarang 

ini tampaknya memilki “nilai pengganggu” yang sangat besar 

dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan.  

2. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu 

banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini 

sekarang dirasa amatlah sangat penting, karena penerimaan pemerintah 
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pusat dari eksport minyak sudah berkurang. Akan tetapi menaikkan pajak 

(penerimaan) bukanlah hal yang gampang segampang menaikkan 

bendera. 

3. Perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut pemerintah 

daerah. Sekarang ini pemerintah daerah (setidaknya dalam teori) memilki 

wewenang yang sangat luas untuk menetapkan tarif pajak jika 

dibandingkan tahun 1980-an. Walaupun demikian pemerintah masih 

harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui 

departemen dalam negeri yang menetapkannya. 

2.3 Retribusi Daerah 

2.3.1  Definisi Tentang Retribusi Daerah  

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 6), “ Retribusi Daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan”.  

2.3.2  Ciri-Ciri Retribusi Daerah 

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah  

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis  

c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk  

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/ 

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.  

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen 

Keuangan-RI (2004 : 60) Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu 

mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk 

kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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2.3.3.  Jenis-Jenis Retribusi Daerah 

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum  

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 

34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan 

berdasarkan kriteria berikut ini:  

1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 

jasa usaha atau perizinan tertentu.  

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi.  

3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum.  

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  

5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya.  

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta 

merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  

7) Pemungutan retribusi memungkinkanpenyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil; 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
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5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

6) Retribusi Pelayanan Pasar; 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;  

b. Retribusi Jasa Usaha 

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta. Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah :  

1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau 

Retribusi Perizinan tertentu.  

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya 

harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.  

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  

3) Retribusi Tempat Pelelangan; 

4) Retribusi Terminal;  

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa;  

7) Retribusi Penyedotan kakus;  

8) Retribusi Rumah Potong Hewan;  

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;  

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;  

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;  

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

 
 

c. Retribusi Perizinan Tertentu, 

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria Retribusi Perizinan tertentu antara 

lain:  

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.  

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum.  

3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian 

izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.  

Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari:  

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

3) Retribusi Izin Gangguan  

4) Retribusi Izin Trayek  

Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses 

kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh 

bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses 

pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan 

badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut 

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih 

efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan 

pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, 

pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. 
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Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika 

wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen 

setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan 

oleh kepala daerah. 

2.3.4  Perhitungan Retribusi Daerah 

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tariff 

retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi 

yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa 

antara lain :  

a. Tingkat Penggunaan Jasa 

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan 

jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk 

tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. 

Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah 

diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir 

berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai 

bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan. 

b. Tarif Retribusi Daerah 

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 

ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif 

dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan 

tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi 
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Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali 

secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif 

retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan 

perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif 

retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali. 

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah  

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar 

golongan retribusi daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran 

dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut: 

1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah 

dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

2) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama 

untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat 

dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh 

swasta. 

3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, 

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut. 

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) prinsip dasar untuk 

mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan 

pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan 

tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya 

(full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi: 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

 
 

1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang 

disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan 

untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum. 

2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi 

merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna 

mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan 

angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan. 

3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal 

ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi 

masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasidari kolam renang. 

4) Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-

group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma. 

Untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah 

ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 

1) Kecukupan dan Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada 

pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada 

ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.  

2) Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas 

keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang 

diterima. 

3) Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan 

dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas 

tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk 

hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka 

pelayanan dihentikan. 

2.4 Akuntansi Perpajakan 

Akuntansi perpajakan merupakan suatu senin dalam 

mencatat,menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi transaksi 

finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlzh 

penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan 

beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam 
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suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan pajak 

penghasilan terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. 

Secara sederhana akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang 

akuntansi yang mengalkulasi,menangani, mencatat, bahkan menganalisa sdan 

membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian kejadian ekonomi 

(transaksi) perusahaan. 

2.4.1  Prinsip Akuntansi Perpajakan  

Prinsip akuntansi perpajakan meliputi :  

a. Kesatuan akuntansi; 

b. Kesinambungan; 

c. Harga pertukaran yang objektif; 

d. Konsistensi;  

e. Konservatif. 

2.4.2  Fungsi Akuntansi Perpajakan  

 Menurut (www.ekonomi-holic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html) 

Mengelolala data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan 

pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntasi perpajakan : 

1. Releven 

2. Dapat dimengerti  

3. Daya uji 

4. Netral 

5. Tepat waktu 

6. Daya banding 

7. Lengkap 

a. Peranan Akuntansi Perpajakan dalam perusahaan :  

Membuat perencanaan dan strategi perpajakan,memberikan analisa dan 

prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan dating,dapat 

menerapkan perlakuanakuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari 

penilaian/perhitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak dan dapat 

menyajikannya dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.  
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Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih 

baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.  
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BAB  3 GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Gambaran Umum Objek UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT 

PKB) 

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember adalah salah satu 

dari sekian banyak UPT yang berada pada naungan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Jember (DISHUB)  yang bergerak dibidang unit pelayanan tekhnis 

(UPT) yang ber alamat di jalan gajah mada no 210 Kaliwates-Jember,sedangkan 

kantor induk atau Dinas Perhubungan berada di jalan Brawijaya no 61 Jubung-

Jember. 

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor atau disingkat UPT PKB adalah 

tempat atau kegiatan menguji dan memeriksa kendaraan bermotor seperti : 

a. Pick up; 

b. Angkutan Kota (angkot); 

c. Truck; 

d. Bus; 

e. Kereta Gandengan; 

f. Kereta Tempelan; 

g. Taksi; 

h. Kendaraan dinas seperti : Ambulance dan Pemadam Kebakaran. 

3.1.1  Visi dan Misi  

 Visi dari UPT pengujian kendaraan bermotor adalah terwujudnya 

pelayanan prima pada pengujian kendaraan bermotor dan tercapainya sistem 

pengujian kendaraan yang berkualitas dan akuntabel. Sedangkan misi dari UPT 

pengujian kendaraan bermotor yakni : 

a. Meningkatkan kompetensi penguji yang handal,berkualitas dan 

professional. 

b. Melakukan perbaikan saran dan prasarana secara berkelanjutan. 

c. Menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan. 
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3.1.2  Tugas Pokok Dan Fungsi  

 Dalam keputusan menteri perhubungan No. KM 71 tahun 1993 tentang 

pengujian berkala kendaraan bermotor,disebutkan bahwa tugas dan fungsi UPT 

pengujian kendaraan bermotor yaitu: 

a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan dan pengujian 

kendaraan bermotor. 

b. Penyelengaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor. 

c. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

d. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian. 

e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD. 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan 

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang 

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. 

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai berikut  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : UPT pengujian ken 

 

 

KEPALA UPT 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA 

KELPOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL ATAU STAF 
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Sumber : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 2015 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

3.2.1  Susunan Organisasi Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 2009 

             (Pasal 2)  

Susunan organisasi UPT pengujian kendaraan bemotor terdiri dari : 

a. Kepala UPT  

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

3.2.2  Kedudukan Unit Pelaksana Tekhnis Peraturan Bupati Jember nomor 21 

tahun 2009 (Pasal 3) 

Kedudukan UPT pengujian kendaraan bermotor kabupaten jember sebagai 

berikut : 

a. UPT mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang 

merupakan unsur sebagai teknis operasional dinas perhubungan. 

b. UPT sebagai mana dimaksud pasal (1) dipimpin oleh kepala UPT yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

3.2.3  Sub Bagian Tata Usaha Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 2009 

(Pasal 4)  

Sub Bagian Tata Usaha (Pasal 4) mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Sub bagian Tata Usaha mempunyai kedudukan sebagai pelaksana 

pelayanan tekhnis dan administrasi di lingkup UPT. 

b. Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayah (1) dipimpin 

oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala UPT. 

3.2.4  Kelompok Jabatan Fungsional/Staf  

Kelompok Jabatan Fungsional/Staf mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. UPT sebagai mana dimaksud di atas dalam operasional dilaksanakan oleh 

kelompok jabatan fungsional yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dan 

keahlian berdasarkan beban kerja. 
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b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

fungsional penguji kendaraan bermotor dipimpin oleh pegawai senior 

sebagai coordinator yang bertanggung jawab kepada kepala UPT. 

 

 

 

 

3.2.5 Pembagian Dinas Perhubungan  

Dinas perhubungan di bagi menjadi 4 yaitu : 

 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember 

Gambar 3.2 Pembagian Dinas Perhubungan Kab Jember 

 

Jenis UPT Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 2009 ( pasal 6) sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari : 

a. UPT parkir 

b. UPT Terminal 

c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

d. UPT Bandara 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

UPT 
PARKIR 

UPT 
BANDARA 

UPT PKB 

UPT 
TERMINAL 
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3.2.6 Tugas Pokok Dari UPT Parkir Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 

2009 ( Pasal 7)  

Tugas Pokok Dari UPT Parkir ( Pasal 7) adalah sebagai berikut : 

1. UPT Parkir mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang 

parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan 

adminstrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT,melaksanakan 

pelayanan,pengawasan dan pemungutan atas pelayanan jasa parkir 

kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT 

Parkir mempunyai tugas sebagai berikut : 

 Penyelenggaran dan pengendalian pelaksanaan parkir kendaraan 

diwilayah kabupaten 

 Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil pendapatan parkir 

kendaraan di wilayah kabupaten 

 Pelaksanaan pengawasan dalam hal keamanan pelaksanaan parkir 

diwilayah kabupaten 

 Penyelengaraan kegiatan kepegawaian,keuangan,pendapatan dan 

perlengkapan 

 Pelaksanaan pembinaan terhadap juru parkir 

 Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha dan badan 

usaha penyelengaraan parkir swasta 

a. Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir (Pasal 9) 

Sub bagian tata usaha Parkir mempunyai tugas melaksanakan urusan 

administrasi,surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala UPTuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat,kearsipan dan urusan rumah 

tangga UPT 

2) Pembinaan personalia 

3) Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan 

b.  Kelompok Jabatan Fungsional  UPT Parkir (pasal 9)  
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1) Kelompok jabatan fungsional UPT Parkir dalam operasional dilaksanakan 

oleh staf dan dibantu petugas lapangan dengan nama juru Parkir 

2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa 

anggota/kelompok yang koordinir dan diawasi oleh PNS sebagai 

koordinator dilapangan 

3) Dalam melaksanakan tugas juru parkir disesuaikan dengan keahlian dan 

kebutuhan berdasarkan beban kerja 

 

3.2.7  UPT Terminal Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 2009 ( pasal 10 ) 

UPT Terminal mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang 

terminal berdasarkan peraturan perundang undangan,melaksanakan urusan 

tatausaha dan urusan rumah tangga UPT,melaksanakan pelayanan, pengawasan 

dan pengoperasian terminal penumpang,dan barang,pemungutan pelayanan jasa 

terminal dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPT Terminal 

mempunyai tugas sebagai berikut ; 

1. Pengaturan kegiatan penunjang di terminal penumpang dan barang untuk 

kelancaran arus lalu lintyas kendaraan umum,penumpang dan barang. 

2. Penyelenggaraan penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang 

dan barang diwilayah kabupaten. 

3. Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum di area 

terminal penumpang dan barang. 

4. Pelaksanakan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan 

diterminal penumpang dan barang. 

5. Penyelengaraankegiatan 

kepegawaian,keuangan,pendapatan,perlengkapan,tata usaha dan rumah 

tangga. 

a. Sub Bagian Tata Usaha UPT Terminal ( pasal 11 ) 

Subbagian Tata Usaha UPT terminal mempunyai tugas melaksanakan 

urusan administrasi,surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang 
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diberikan oleh kepala UPT. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat,kearsipan dan urusan rumah 

tangga UPT. 

2) Pembinaan personalia. 

3) Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegaiatan. 

b. Kelompok jabatan fungsional UPT Terminal ( pasal 12 ) 

1) Kelompok jabatan fungsional UPT Terminal dalam operasional dilakukan 

oleh staf dan dibantu petugas lapangan 

2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayah (1) terdiri dari 

beberapa anggota/kelompok yang dikoordinasi dan diawasi oleh pegawai 

senior sebagimana coordinator dilapangan 

3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan 

keahlian,kebutuhan dan beban kerja 

3.2.8 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Peraturan Bupati Jember nomor 21 

tahun 2009  (pasal 13) 

UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas menyusun rencana 

dan program tentang penujian kendraan bermotor berdasarkan peraturan 

perundang-undangan,melaksanakn urusan administrasi tata usaha dan urusan 

rumah tangga UPT,melaksanakan pelayanan serta melakukan kegiatan dalam 

memberikan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor yang telah ditentukan 

berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain 

yang diberikan oleh Dinas perhubungan  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamksud pada ayat (1) UPT 

pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi meliputi : 

1. Pencegahan atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintah dan 

gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang 

ditimbulkan oleh kendaraan bermotor,mencegah kerusakan kerusakan 

berat pada pemakaian kendaraan bermotor,memberikan penilaian terhadap 

penghapusan dan perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor milik 

pemerintah. 
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2. Pemberian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor 

mengenai dimensi,daya angkut,tekanan sumbu berat,kelas jalan bagi 

kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum didalam buku 

uji. 

3. Pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan 

bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib 

uji secara berkala. 

4. Penyajian data kwantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau 

angkutan barang setepatnya dalam hubungan dengan pembinaan angkutan 

pada umumnya. 

5. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan numpang 

uji,mutasi,rubah bentuk,rubah sifat dan lain-lain. 

6. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di 

UPT pengujian kendaraan bermotor. 

7. Penyelenggaraankegiatan 

kepegawaian,keungan,pendapatan,perlengkapan,tata usaha dan rumah 

tangga. 

a. Sub bagian Tata Usaha UPT PKB (pasal 14) 

Sub bagian Tata usaha UPT PKB mempunyai tugas melaksanakan urusan 

administrasi,surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala UPT. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbag tata usaha mempunyai fungsi meliputi ; 

1) Pelaksanaan tatausahaan surat menyurat,kearsipan,dan urusan rumah 

tangga UPT. 

2) Pembinaan personalia. 

3) Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan. 

b.  Kelompok Jabatan Fungsional UPT PKB (pasal 15) 

1) Fungsional PKB mempunyai tugas melakukan pemastian kelaikan jalan 

kendaraan bermotor sesuai kompetensi meliputi pengujian berkala 

kendaraan bermotor,pengujian tipe kendaraan bernotor,rancang bangun 
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dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan 

PKB dan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT. 

2) Mempunyai fungsi menetapkan persyaratan teknis laik jalan sesuai 

peraturan perundang undangan kepada setiap kendaraan bermotor,kereta 

gandengan,kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit 

dalam negeri/luar negeri harus sesuai dengan dan kelas jalan yang akan 

dilaluinya serta wajib ,memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 

3.2.9  UPT Bandara Peraturan Bupati Jember nomor 21 tahun 2009  ( pasal 16 ) 

UPT bandara mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang 

bandara berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan peratutran 

perundang undangan,melaksanakan urusan adminidtrasi tata usaha dan urursan 

rumah tangga UPT,melaksanakan pelayanan,pengawasan dan pengoperasian 

bandara udara dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.  UPT Bandara 

mempunyai fungsi meliputi : 

1. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas udara. 

2. Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas udara. 

3. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Bandar 

udara,telekomunikasi,navigasi dan listrik. 

4. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk 

kelancaran penumpang dan barang 

5. Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta 

hygiene dan sanitasi. 

6. Penyelengaraankegiatan 

kepegawaian,keuangan,pendapatan,perlengkapan,tata usaha dan rumah 

tangga. 

a. Sub bagian Tata usaha UPT Bandara ( pasal 17 ) 

Mempunyai tugas melaksanakan urursan administrasi,surat menyurat dan 

kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT. Sub bag Tata 

Usaha mempunyai fungsi meliputi : 

1) Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat,kearsipan dan rumah tangga 

UPT. 
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2) Pembinaan personalia. 

3) Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan. 

b.   Kelompok Jabatan Fungsional UPT Bandara (pasal 18) 

1) Kelompok jabatan fungsional UPT bandara dalam operasional 

dilaksanakan oleh staf dan dibantu petugas lapangan. 

2) Petugas lapangan sebagaimana terdiri dari beberapa anggota/kelompok 

yang koordinir dan diawasi oleh pegawai senior sebagaimana koordinator 

dilapangan. 

3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan keahlian 

dan kebutuhan berdasarkan beban kerja. 

 

 

 

3.3 Personalia 

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dinas perhubungan kabupaten jember 

mempunyai pegawai dengan jumlah pegawai sebanyak 45 orang,19 orang 

pegawai tetap (PNS) dan  orang pegawai tidak tetap(honorer)  

3.3.1 Tata Kerja (pasal 19) 

a. Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis bertanggung jawab 

kepada kepala dinas sesuai peraturan perundang-undangan. 

b. Kepala UPT mempunyai tanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan segala urusan dilingkungan UPT,memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing masing 

bawahannya. 

c. Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkup UPT bertanggung 

jawab kepada kepala UPT. 

3.3.2  Pengangkatan Dalam Jabatan (Pasal 20)  

a. Kepala UPT dan kepala Sub bagian tata Usaha diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati atas usul kepala dinas. 

b. Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas 

usul kepala dinas. 
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c. Bagan sususan organisasi UPT tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

3.3.3  Eselon Jabatan UPT (pasal 21) 

a. Kepala Unit Pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon Iva. 

b. Kepala sub bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan Struktural Eselon 

IVb. 

c. Jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3.3.4  Pembiayaan (pasal 22) 

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT sebagaiman dimaksud dalam 

pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana lain 

yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

3.4 Lain-Lain 

Ketentuan penutup ( pasal 23 ) : dengan diberlakukan peraturan ini maka 

keputusan Bupati nomor 11 tahun 2004 tanggal 29 januari 2004 tentang UPT 

Parkir,UPT Terminal, dan UPT pengujian kendaraan bermotor dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku (pasal 24) peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan 

pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah 

kabupaten jember. 
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BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 

 

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan Program Praktek Kerja di 

perusahaan/industri/instansi sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih 

mahasiswa bersangkutan atas persetujuan pihak jurusan melalui koordinator 

Praktek Kerja Nyata sebagai beban SKS yang harus di ikuti oleh mahasiswa dari 

Diploma III untuk melengkapi pengetahuan teori yang diperoleh dibangku 

perkuliahan. 

Tabel 4.1 Rincian waktu jam kerja UPT PKB 

Hari 

 

Jam 

 

Keterangan 

 

Senin sampai kamis 07.30 – 15.00 Jam Kerja 

Jumat 08.00 – 14.30 Jam kerja 

Sabtu sampai minggu - Libur 

 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, selama pelaksanaan 

PKN, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing lapangan dari instansi yang telah 

ditunjuk, PKN dilakukan sekurang kurangnya satu bulan penuh, dimulai pada 

tanggal 9 maret 2015 sampai dengan 8 april 2015, segala peraturan mengenai 

kerja yang dilaksanakan selama proses PKN, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dalam melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata ini ada banyak hal yang dapat dipelajari salah satu yang dilakukan 

oleh penulis adalah mempelajari tentang pelaksanaan pemungutan dan penyetoran 

retribusi pada kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

 
 

4.1.1  Kegiatan Sebelum Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata dilakukan beberapa 

persiapan sebagai berikut :  

a. Pembekalan 

Pembekalan merupakan langkah awal untuk mahasiswa yang mengikuti 

Praktek Kerja Nyata  yang dilakukan oleh pihak fakultas agar dapat 

pengarahan yang berkaitan dengan praktek kerja nyata 

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor UPT PKB Dinas 

perhubungan kabupaten Jember mulai hari Senin 09 Maret 2015 sampai 08 

April 2015. 

c. Observasi 

Setelah peserta Praktek Kerja Nyata menetukan lokasi, peserta harus 

membawa proposal dan ada surat permohonan magang dari fakultas yang 

ditujukan kepada Badan kesatuan Bangsa politik dan Dinas Perhubungan 

kabupaten Jember lalu diberikan kepada objek Praktek Kerja Nyata. 

d. Pengumpulan Data 

Penulis  akan melakukan pengumpulan data dengan berinteraksi dan 

membantu para pegawai UPT Pengujian kendaraan Bermotor.  

4.1.2  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Adapun tempat praktek kerja nyata di UPT pengujian kendaraan bermotor 

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang berlokasi di jalan Gajah mada nomor 

210 Jember dengan waktu PKN mulai tanggal 9 maret 2015 sampai dengan 8 april 

2015 dan dilaksanakan sekurang kurangnya satu bulan praktek dan 5 hari kerja 

dalam seminggu   

4.1.3  Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Hasil yang dikerjakan peserta dalam melakukan observasi Praktek Kerja 

Nyata merupakan bentuk nyata penulis selama Pelaksanaan Kegiatan Praktek 

Kerja Nyata pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kabupaten Jember.  
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Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di UPT PKB 

Waktu 

pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

 

(b) 

Hasil 
Kegiatan 

 
(c) 

Penang
gung 

jawab 
 

(d) 

Minggu pertama 

1) 09 maret 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 10 maret 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) mengikuti apel pagi 

dan perkenalan 

dengan karyawan 

UPT pengujian 

kendaraan bermotor 

b) mendapatkan 

penjelasan oleh ibu 

Rini selaku bendahara 

mengenai UPT 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

 

a) mengikuti apel pagi 

dengan karyawan 

UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) menginput data 

kendaraan wajib 

pengujian berkala 

kendaraan bermotor  

d) memeriksa 

perlengkapan data 

kendaraan wajib   uji 

 

 

a) Penulis dapat 

mengenal semua 

karyawan UPT 

Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

b) Penulis dapat 

penjelasan mengenai 

UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

c) Penulis dapat 

mengetahui tugas 

dari UPT Pengujian 

kendaraan bermotor 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui tugas 

dan fungsi UPT 

Pengujian 

Kendaraan Bermotor  

 

b) Penulis dapat 

mengetahui 

perbedaan jenis 

pengujian kendaraan 

bermotor  

c) Penulis dapat 

mengetahui 

perlengkapan untuk 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

 

 

 

 

 
 

Dannie 
Allcholi
n,Amd.L
LAJ.ST, 
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(a) 

 

3)11 maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)12 maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

a) mengikuti apel pagi 

dengan karyawan 

UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) mengisi buku uji 

kartu induk dan tanda 

samping 

d) mengisi buku arsip 

data kendaraan yang 

di ujikan 

e) Mengurutkan 

penyimpanan kartu 

induk    berdasarkan 

jenis kendaraan 

  

a) mengikuti apel pagi 

dengan karyawan 

UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) menginput data 

kendaraan yang akan 

di ujikan  jenis 

pelayanannya 

pengujian berkala  

(c) 

 

 

a) Penulis dapat  

memahami apa saja 

persyaratan untuk 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

b) Penulis dapat 

membedakan 

Pengujian kendaraan 

bermotor dengan 

penghapusan 

kendaraan 

c) Penulis dapat 

mengetahui arsip 

data kendaraan yang 

akan di ujikan 

d) Penulis dapat 

mengelompokkan 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui bukti 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

b) Penulis dapat 

mengetahui alur 

untuk mengajukan 

pengujian kendaraan 

bermotor 

c) Penulis dapat 

mengetahui cara 

menginput data 

kendaraan 

 

 

(d) 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)13 maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

kendaraan bermotor  

d) menginput data 

kendaraan yang akan 

di ujikan jenis 

pelayanannya laporan 

rusak kendaraan  

 

a) mengikuti apel pagi 

dengan karyawan 

UPT  

b) Pengujian Kendaraan  

c) Bermotor 

d) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

e) memeriksa 

perlengkapan data 

kendaraan yang akan 

di ujikan 

f) mengisi buku uji 

kendaraan 

g) mengurutkan 

penyimpanan kartu 

induk    berdasarkan 

jenis kendaraan 

 

 

(c) 

 

 

d) Penulis dapat 

membedakan jenis 

pengujian laporan 

rusak kendaraan 

dengan pengujian 

lainnya 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui 

pengelompokan 

kartu induk  

 

b) berdasarkan jenis 

kendaraan 

c) Penulis dapat 

memahami bukti 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

d) Penulis dapat 

memahami 

perbedaan data 

kendaraan numpang 

uji dam mutasi uji 

kendaraan 

(d) 
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(a) 

Minggu kedua 

6) 16 maret 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)17 maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)18 maret 2015 

 

 

 

 

(b) 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) Menginput data 

kendaraan pengujian 

berkala bermotor 

c) Mengisi biodata buku uji 

d) Membantu pembuatan 

surat keterangan 

rekomendasi 

e) Menetapkan rertibusi 

pengujian kendaraan 

bermotor  

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) membantu pembuatan 

surat keterangan 

rekomendasi  

c) membantu mengisi bukti  

d) pemungutan Retribusi 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) menginput data 

kendaraan yang akan di  

(c) 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui cara 

menginput 

kendaraan pengujian 

berkala bermotor 

b) Penulis dapat 

mengetahui apa saja 

yang diperlukan 

surat rekomendasi 

c) Penulis dapat 

mengetahui cara 

menghitung retribusi 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui apa saja 

yang diperlukan 

surat rekomendasi 

b) Penulis dapat 

mengetahui cara 

pemungutan 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami cara 

menginput data 

kendaraan yang akan 

di ujikan 

b) Penulis dapat 

berinteraksi  

(d) 
 

Dannie 
Allcholi
n,Amd.L
LAJ.ST, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39 
 

 
 

(a) 

 

 

 

 

 

 

9)19 maret 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)20 maret 

2015 

 

 

 

 

 

(b) 

ujikan  

c) menyerahkan biaya 

retribusi uji di loket 

d) mencetak surat ketetapan 

retribusi daerah  

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) menginput data 

kendaraan wajib uji 

pertama mutasi  

d) menginput data 

kendaraan wajib uji 

pengujian ubah sifat 

kendaraan 

e) menginput data 

kendaraan wajib uji 

pengujian laporan rusak 

kendaraan 

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) mengisi  buku uji,kartu 

induk,dan tanda samping 

(c) 

 

langsung dengan 

wajib retribusi dalam 

menyerahkan biaya 

retribusi uji di loket 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

membedakan data 

kendaraan wajib uji 

pertama mutasi 

dengan data 

kendaraan ubah sifat 

kendaraan 

b) Penulis dapat 

mengetahui data 

kendaraan  wajib uji 

pengujian laporan 

rusak kendaraan 

c) Penulis dapat 

membedakan wajib 

uji pertama 

mutasi,ubah sifat 

kendaraan dan 

laporan rusak 

kendaraan 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami bukti 

pengujian pengujian 

kendaraan 

b) Penulis dapat 

mengelompokkan 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

 

(d) 
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(a) 

Minggu ketiga 

11) 23 

maret2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)24 maret 

2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13) 25 maret 

2015 

 

 

 

 

(b) 

a) Mengikuti Apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir magang 

mahasiswa 

c) Melakukan pengumpulan 

data mengenai UPT PKB 

d) Membantu cara perhitungan 

pemungutan dan penyetoran 

UPT Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

 

a) Mengikuti Apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) menginput data 

kendaraan wajib uji 

mutasi kendaraan 

d) menginput data 

kendaraan wajib uji ubah 

spesifikasi kendaraan 

 

a) Mengikuti Apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang 

c) mahasiswa 

(c) 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui 

informasi apa saja 

mengenai UPT 

Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

b) Penulis dapat 

mengetahui cara 

menghitung 

pemungutan dan 

penyetoran UPT 

Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

menbedakan dan 

mengetahui data 

kendaraan wajib uji 

mutasi kendaraan 

dengan wajib uji 

ubah spesifikasi 

b)  Penulis dapat 

mengetahui apa saja 

persyaratan untuk 

wajib uji ubah 

spesifikasi 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami bukti 

pengujian pengujian 

kendaraan bermotor 

b) Penulis dapat 

memahami data 

kendaraan yang akan 

di ujikan untuk 

keperluan arsip 

(d) 
 

Dannie 
Allcholi
n,Amd.L
LAJ.ST, 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) 27 maret 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 

keempat 

15)30 maret 

2015 

 

 

 

(b) 

d) mengisi buku uji kartu 

induk dan tanda samping 

e) mengisi buku arsip data 

kendaraan yang di ujikan 

f) Mengurutkan 

penyimpanan kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

 

a) Mengikuti Apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) memeriksa perlengkapan 

data kendaraan yang 

akan di ujikan 

d) mengisi buku uji 

kendaraan 

e) mengurutkan 

penyimpanan kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) mendapat Peraturan 

Bupati Jember Tentang  

(c) 

 

c) Penulis dapat 

mengetahui 

pengelompokkan 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kenndaraan yang 

akan di ujikan 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami apa saja 

persyaratan 

kendaraan yang akan 

di ujikan  

b) Penulis dapat 

mengetahui data 

buku uji kendaraan 

c) Penulis dapat 

mengelompokkan 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami proses 

perhitungan 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

b) Penulis dapat 

mengetahui 

persyaratan untuk 

pengujian wajib uji 

(d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dannie 
Allcholi
n,Amd.L
LAJ.ST, 
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(a) 

 

 

 

 

16)31 maret 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)01 april 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksanaan 

Teknis Dinas 

Perhubungan Jember 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) memeriksa  data 

kendaraan yang akan di 

ujikan 

d) Membantu pembuatan 

surat keterangan 

rekomendasi 

e) Menetapkan rertibusi 

pengujian kendaraan 

bermotor  

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) menginput data 

kendaraan wajib 

pengujian berkala 

kendaraan bermotor  

d) memeriksa perlengkapan 

data kendaraan wajib uji 

(c) 

c) Penulis dapat 

mengetahui isi dari 

Peraturan Bupati 

Jember 

 

 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui data 

kendaraan yang akan 

di ujikan 

b) Penulis dapat 

mengetahui apa saja 

yang diperlukan 

surat keterangan 

rekomendasi 

c) Penulis dapat 

mengetahui cara 

menghitung retribusi 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami proses 

perhitungan 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

b) Penulis dapat 

mengetahui 

persyaratan untuk 

pengujian wajib uji  

 

 

 

 

 

 

 

(d) 
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(a) 

18) 02 april 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19)03 april 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu kelima 

20)06 april 2015 

 

 

(b) 

a) Mengikuti Apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) Membantu pengisian 

bukti retribusi pengujian 

kendaraan bermotor 

d) Menginput data-data 

kendaraan yang sudah 

diujikan oleh UPT PKB 

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) mengisi buku uji kartu 

induk dan tanda samping 

d) mengisi buku arsip data 

kendaraan yang di ujikan 

e) Mengurutkan 

penyimpanan kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

(c) 

 

a) Penulis dapat 

mengetahui 

persyaratan untuk 

pengujian wajib uji  

 

b) Penulis dapat  

memahami apa saja 

persyaratan untuk 

pengujian kendaraan 

bermotor 

c) Penulis dapat 

megetahui isi dari 

bukti retribusi 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami bukti 

pengujian kendaraan 

bermotor 

b) Penulis dapat 

mengetahui 

persyaratan untuk 

pengujian wajib uji  

c) Penulis dapat 

mengelompokkan 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis bisa  lebih 

disiplin waktu dalam 

dunia kerja  

b) Penulis dapat 

mengelompokkan  

(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dannie 
Allcholi
n,Amd.L
LAJ.ST, 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

21)07 april 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22)08 april 2015 

 

 

 

 

 

 

(b) 

c) membantu pembuatan 

surat rekomendasi 

d) membantu pengisian 

bukti pemungutan 

Retribusi Pengujian 

kendaraan Bermotor 

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) membantu pengisian 

bukti pemungutan 

Retribusi pengujian 

kendaraan Bermotor 

d) menetapkan Retribusi 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor sebagai tema 

yang akan diangkat 

dalam Laporan Praktek 

Kerja Nyata 

 

a) Mengikuti apel pagi 

bersama karyawan UPT 

PKB 

b) mengisi daftar hadir 

magang mahasiswa 

c) membantu penyerahan 

bukti pengujian 

(c) 

 

kartu induk 

berdasarkan jenis 

kendaraan yang akan 

di ujikan 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

memahami proses 

perhitungan 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

 

b) menetapkan tema 

yang akan diangkat 

dalam Laporan 

Praktek Kerja Nyata 

c) Penulis dapat 

memahami bukti 

pemungutan 

retribusi pengujian 

kendaraan bermotor 

d) Penulis dapat 

menghitung retribusi 

pengujian kendaraan 

bermotor 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis dapat 

berinteraksi 

langsung dengan 

wajib retribusi 

pengujian kendaraan 

bermotor 

b) Penulis dapat 

memahami apa saja 

persyaratan dalam  

(d) 
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(a) (b) 

d) bermotor 

mengisi buku arsip data 

kendaraan yang akan 

diujikan 

(c) 

 

c) pengujian kendaraan 

bermotor 

Penulis dapat 

mengelompokkan 

jenis uji kendaraan 

(d) 

Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 2015 

 

 

4.2 Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pada Kendaraan 

Bermotor Pada Dinas Perhubungan 

4.2.1   Jenis-Jenis Pelayanan UPT PKB 

1. Pengujian berkala kendaraan bermotor 

2. Penghapusan kendaraan 

3. Mutasi Uji kendaraan 

4. Numpang Uji Kendaraan 

5. Ubah sifat kendaraan 

6. Ubah Spesifikasi Kendaraan 

7. Laporan rusak Kendaraan 

4.2.2 Persyaratan Pelayanan 

a. Persyaratan dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor 

Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, pengujian kendaraan 

bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

Sesuai dengan kondisi saat ini di Bidang Pengujian dan Sarana Prasarana 

Dinas Perhubungan  kab jember, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan 

yang harus dipenuhi sebelum dilakukan kegiatan pengujian kendaraan 

bermotor termasuk di dalamnya persyaratan administrasi. Adapun persyaratan 

administrasi pengujian kendaraan bermotor di Bidang Pengujian dan Sarana 

Prasarana Dinas Perhubungan kab jember, antara lain: 

1) Pengujian berkala kendaraan bermotor pertama persyaratannya sebagai 

berikut : 
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a) Foto kopi surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) 

b) Surat keterangan sertifikat registrasi uji type 

c) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin 

d) Bukti pelunasan retribusi uji 

e) Surat keterangan tidak lulus  uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah 

dinyatakan tidak lulus uji 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor lanjutan : 

a) Foto kopi buku uji dan asli 

b) Foto kopi surat tanda nomor kendaraan bermotor ( STNK ) 

c) Gesekan nomor mesin,nomor rangka dan nomor uji 

d) Bukti pelunasan retribusi uji 

e) Suarat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan buku uji / STNK 

f) Surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah 

dinyatakan tidak lulus uji  

2. Penghapusan Kendaraan Bermotor 

Syarat-syaratnya : 

a) Foto kopi buku uji dan asli bagi kendaraan bermotor wajib uji 

b) Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik 

instansi/badan/lembaga pemerintah 

c) Foto kopi STNK 

d) Gesekan nomor rangka,nomor mesin dan nomor uji 

e) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan buku uji/STNK/kendaraan 

3. Mutasi Uji 

Syarat-syaratnya :  

a) Foto kopi buku uji dan asli 

b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor ( STNK ) / Fiskal 

c) Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan 

d) Kartu induk kendaraan asli 

e) Gesekan nomor rangka,mesin dan uji 
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f) Surat keterangan kehilangan dari kepoliisian untuk ekdnaraan yang 

kehilangan buku uji / STNK 

Mutasi Uji Keluar 

a) Foto kopi buku uji asli 

b) Foto kopi STNK 

c) Gesekan nomor mesin,nomor rangka dan nomor uji 

d) Bukti pelunasan retribusi uji 

e) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan buku uji / STNK 

4. Numpang Uji Kendaraan 

Numpang uji masuk :  

a) Foto kopi buku uji dan asli 

b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor ( STNK ) 

c) Bukti pelunasan retribusi uji 

d) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor uji 

e) Rekomendasi dari daerah asal uji kendaraan 

f) Surat keterangan tidak lulus  uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah 

dinyatakan tidak lulus uji 

g) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan `uku uji / STNK 

Numpang Uji Keluar 

a) Foto kopi buku uji dan asli 

b) Foto kopi STNK 

c) Gesekan nomor mesin,nomor rangka dan nomor uji 

d) Bukti pelunasan retribusi uji terutang 

e) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilngan buku uji/STNK  

5. Ubah Sifat Kendaraan 

a) Foto kopi buku uji dan asli 

b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor ( STNK ) 

c) Bukti pelunasan retribusi uji terutang 
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d) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor uji 

e) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan buku uji / STNK 

f) Surat keterangan persetujian dari kepala dinas Perhubungan 

6.  Laporan rusak kendaraan 

Foto kopi buku uji dan asli 

a) Surat tanda nomor kendaraan bermotor ( STNK ) 

b) Bukti pelunasan retribusi uji terutang 

c) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor uji 

d) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang 

kehilangan buku uji / STNK 

4.2.3  Prosedur Administrasi Pendaftaran Pemungutan Retribusi Pada UPT 

Penguji Kendaraan Bermotor 

 Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor 

dapat dilihat pada point ke 5, yaitu melakukan pembayaran retribusi pada gambar 

dibawah ini ; 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Sumber : UPT PKB dinas Perhubungan Kabupaten Jember 2015 

Gambar 4.1 Prosedur Administrasi Pendaftaran Pemungutan Retribusi UPT PKB 

 

1.Membeli formulir 

pendaftaran 

 

2. Datang ke loket 

pendaftaran  

 

3. mengambil nomor 

antrian pendafftaran  

 

9.Membayar biaya 

retribusi dan pemberian 

surat ketetapan retribusi 

daerah (SKRD) 

5.Penyerahan 

berkas dan biaya 

retribusi uji di loket 

4.Menunggu 

panggilan 

 

8. Penetapan tanggal uji 

7. Print surat ketetapan 

retribusi daerah  (SKRD)  
6. Input data 
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Keterangan : 

1. Pemohon membeli formulir pendaftaran sesuai dengan jenis kendaraan 

yang akan digunakan.  

2. Kemudian pemohon datang ke loket pendaftaran membawa formulir dan 

perlengkapan persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan kemudian petugas 

loket membuat SKRD (surat ketetapan retribusi daerah).  

3. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran sesuai dengan jenis 

pelayanan.  

4. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket.  

5. Lalu setelah menunggu panggilan pemohon menyerahkan berkas dan 

membayar biaya retribusi uji di di loket. 

6. Petugas loket menginput data ke program sistem informasi uji kendaraan.  

7. Lalu pemohon menetapkan tanggal uji kapan kendaraan yang akan 

diujikan. 

8. Petugas loket mencetak surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) dan 

9. Pemohon membayar biaya retribusi dan pemberian surat ketetapan 

retribusi daerah (SKRD) atau pembuatan surat rekomendasi numpang uji 

atau mutasi keluar. 
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Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPT PKB 

Kab Jember mempunyai standar pelayanan yang sesuai dengan SOP ( Standart 

Operational Procedure ) yang terdapat pada table di bawah ini : 

Tabel 4.3 SOP kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotore UPT PKB 

No 

(a) 

Uraian Kegiatan 

(b) 

Pelaksana 

(c) 

Waktu 

(d) 

1 Pemohon mendaftarkan kendaraan dan 

melengkapi persyaratan 

Staf 3 menit 

2 Membayar retribusi uji kendaraan Bendahara 2 menit 

3 Pengecekan identitas, pengukuran 

dimensi kendaraan dan pemeriksaan 

Pra Uji 

Asisten Penguji 10 menit 

4 Memeriksa bagian bawah kendaraan ( 

undercarriage ) 

Asisten Penguji 5 menit 

 

5 Pengujian kendaraan menggunakan ala 

tuji mekanis,menguji emisi gas buang 

Asisten Penguji 3 menit 

6 Menguji tingkat kebisingan suara 

klakson 

Asisten Penguji 1 menit 

7 Menguji kekuatan pancar cahaya 

lampu utama 

Asisten Penguji 5 menit 

 

8 Menimbang berat sumbu kendaraan Asisten Penguji 1 menit 

9 Menguji sikap roda depan kendaraan Penguji 1 menit 

10 Menguji sistem rem utama dan rem 

parkir 

Penguji 3 menit 

11 Menguji kebenaran speedometer Penguji 1 menit 

12 Memverifikasi hasil uji lulus/tidak 

lulus 

Ka.koordinator 5 menit 

13 Banding bagi kendaraan tidak 

Lulus 

Ka.UPT 2 menit 

14 Pengujian ulang kendaraan banding Penguji 30 menit 

15 Penulisan buku uji,pengetokan plat uji 

dan penulisan tanda samping ( stiker ) 

Staf 10 menit 

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Jember 2015 

 Jadi, kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada setiap 

kendaraan kurang lebih membutuhkan waktu 80 menit. 
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 4.2.4 Proses Pengujian Kendaraan 

1. Pemohon memasukkan kendaraan yang akan di ujikan ke area pengujian 

melalui POS kedatangan dengan menyerahkan bukti pembayaran dan 

menunjukkan STNK dan buku uji ke petugas pos. 

2. Petugas POS datang lalu mengecek kendaraan sesuai dengan STNK, buku 

uji, lalu mengambil gambar pada kendaraan. 

3. Penguji memeriksa item item kendaraan seperti body kendaraan, kaca, 

kondisi ruang kemudi , roda, ban, sistem penerangan, perlengkapan. 

4. Penguji memeriksa emisi gas buang yaitu memeriksa kadar CO dan HC 

kendaraan berbahan bakar premium dan memeriksa Opacity kendaraan 

berbahan bakar solar. 

5. Penguji memeriksa bagian bawah kendaraan  seperti remm, rangka, 

exaust, per, kebocoran oli, power train, bahan bakar, kemudi ( axle play 

detector).  

6. Penguji mengukur kuat pancar lampu (HEADLIGHT) yaitu kekuatan 

intensitas cahaya dan penyimpangan intensitas cahaya. 

7. Penguji mengukur gaya pengereman yaitu effisiensi rem utama, 

penyimpangan gaya rem, rem parker. 

8. Petugas POS melihat hasil yang sudah di uji bila tidak lulus akan 

melakukan pendaftaran UJI ULANG di loket,dan jika sudah lulus petugas 

POS mncetak hasil uji, tanda samping dan menandatangani hasil 

uji,menggedok plat uji,dan mengupdate masa berlaku uji. 

4.3 Retribusi Pengujian 

 Retribusi salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, Masa retribusi pada pasal 9 yang berisi untuk kendaraan bermotor 

wajib uji masa retribusi selama 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak tanggal 

pembayaran retribusi dan untuk kendaraan wajib uji emisi retribusi selama 12 ( 

dua belas ) bulan , terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.  

Salah satu data Pembayaran Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang 

terjadi pada tanggal 18 mei 2015 sebagai berikut : 
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Nomor Uji Berkala    : DR 7461 

Nomor Kendaraan    : P 9073 UT 

Nama pemilik Kendaraan   : Albert Roberty 

Alamat pemilik Kendaraan   : Sempusari, kaliwates, Jember 

Identitas jember    : Toyota BY41 Mobil Barang, Truck, 

1984 

Jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) : 7000 Kg 

Jumlah Berat yang Diijinkan(JBI)  : 7000 Kg 

Muatan sumbu Terberat   :  4955 kg 

Berdasarkan data tersebut jenis pelayanan dan jenis kendaraan berdasarkan 

(JBB) dan kendaraan yang di uji dikenakan sebagai berikut :  

Jenis Pelayanan      Tarif 

JBB Kendaraan   = Rp 40.000,00 

Biaya tanda Uji   = Rp   7.000,00 

Biaya tanda samping   = Rp 15.000,00 

Retribusi PKB Terutang             = Rp 62.000,00 

Jadi besarnya Retribusi PKB yang harus dibayar sebesar Rp 62.000,00 lalu 

petugas membuat bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor 
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4.4 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pada peraturan daerah jember bulan agustus tahun 2011 ditetapkan struktur 

dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

NO 

(a) 

JASA PELAYANAN 

(b) 

TARIF (Rp) 

(c) 

KETERANGAN 

(d) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAYA UJI 

a. Kendaraan bermotor jenis 

mobil barang dengan JBB < 

3.500 kg 

b. Kendaraan bermotor jenis 

mobil barang dengan JBB > 

3.500 kg 

c. Kendaraan bermotor jenis 

mobil penumpang umum 

d. Kendaraan bermotor jenis 

mobil bus dengan JBB < 

3.500 kg 

e. Kendaraan bermotor jenis 

mobil bus dengan JBB > 

3.500 kg 

 

f. Kereta gandengan 

 

 

g. Kereta tempelan 

 

30.000,00 

 

 

40.000,00 

 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

 

40.000, 

 

 

 

40.000,00 

 

 

50.000,00 

 

Setiap kendaraan 

 

 

Setiap kendaraan 

 

 

Setiap kendaraan 

 

Setiap kendaraan 

 

 

Setiap kendaraan 

 

 

 

Setiap kendaraan 

 

 

Setiap kendaraan 

 

2 Biaya tanda uji 7.000,00 Setiap kendaraan 

3 Biaya tanda samping 15.000,00 Setiap kendaraan 

4 Biaya penggantian buku uji 15.000,00 Setiap kendaraan 

5 Biaya numpang uji dengan JBB 

< 3500 kg 

20.000,00 Setiap kendaraan 

6 Biaya numpang uji dengan JBB 

> 3500 kg 

25.000,00 Setiap kendaraan 

7 Biaya numpang uji kereta 

gandengan dan tempelan 

30.000,00 Setiap kendaraan 

    

Sumber : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 2015 
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4.5 Proses Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 Ada beberapa proses untuk penyetorkan Retribusi kendaraan bermotor 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Proses Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Proses Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

 

Keterangan : 

1) Petugas loket 2 melakukan rekapitulasi pemungutan retribusi PKB harian 

2) Lalu rekapitulasi pemungutan retribusi PKB harian tersebut diberikan kepada      

bendahara penerimaan pembantu UPT PKB untuk melakukan perhitungan besar 

pendapatan retribusinya 

3) Ada dua tugas untuk bendahara penerimaan pembantu UPT PKB yaitu mengisi 

dua lembar STS 

 

 4.5.1 Rincian Penerimaan Pendapatan Retribusi PKB harian sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Rincian Penerimaan Pendapatan Retribusi PKB harian 

Nomor 

(a) 

Kode Rekening 

(b) 

Uraian Rincian Obyek 

(c) 

Jumlah (Rp) 

(d) 

1 4120126 Retribusi PKB Mobil 

Microbus 

Rp 3.636.000, 

 4120127 Retribusi PKB Mobil Bus Rp 181,600 

Petugas loket 2       

 ( pembayaran retribusi ) 

Penerimaan 

Retribusi PKB 

harian 

Bendahara penerimaan 

Pembantu UPT PKB 

STS 

Arsip 
STS untuk  

dishub 
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(a) (b) 

4120128 

(c) 

Retribusi PKB Mobil 

Barang/beban-Pick Up 

(d) 

Rp 2.049,600 

 4120129 Retribusi PKB Mobil 

barang/Beban-Truck 

Rp 2,051,600 

                                 Jumlah Rp 7,918,800 

Sumber : UPT PKB dinas Perhubungan Kabupaten Jember 

 Jadi besarnya penerimaam pendapatan retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor adalah sebesar Rp 7.918.00 
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BAB 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 bahwa organisasi dan 

tata kerja perangkat Kabupaten Jember agar dalam pelaksanaan sebagian 

operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan lebih optimal dalam 

pelayanan pada masyarakat perlu membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, maka penulis dapat menyimpulkan 

mengenai analisis pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pada 

kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai berikut : 

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah bagian dari Unit Pelayanan 

Tekhnis Dinas Perhubungan yang memiliki tugas sebagai pelaksana dan 

pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kota Jember. 

2. Mekanisme Pemungutan Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor yang di 

mulai dari pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraannya untuk di 

ujikan. 

3. Dalam melakukan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor,wajib 

retribusi yang dalam hal ini Bapak Albert Robert merupakan wajib yang 

kurang tertib administrasi, karena wajib retribusi melakukan pengujian 

kendaraan bermotor melebihi tanggal berakhir masa berlaku uji berkala yang 

telah di tentukan 

4. Dalam melaksanakan penyetoran retribusi kendaraan bermotor yang dalam hal 

ini dilakukan oleh petugas loket dua merekapitulasi pemungutan retribusi PKB 

lalu diberikan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT PKB yang 

bertugas mengisi dua lembar STS lembar pertama untuk bendara penerimaan 

Dishub Kabupaten Jember sedangkan lembar kedua untuk arsip,lalu melakukan 

perhitungan besar pendapatan retribusinya 
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5.2 Saran 

Untuk meningkatkan kinerja dan penerimaan retribusi Pengujian 

kendaraan Bermotor di UPT Pengujian kendaraan Bermotor kota Jember maka 

penulis memberikan saran yaitu agar pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji 

lebih memahami atau mengerti tentang tujuan dan manfaat dari pengujian 

kendaraan bermotor maka pihak UPT PKB secara rutin memberikan informasi 

melalui media cetak maupun media elektronik sehingga tujuan dan manfaat 

pengujian kendaraan bermotor serta peningkatan penerimaan PAD (Pendapatan 

Asli Daerah) dapat tercapai. 
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